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REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WHISTLEBLOWER
DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme, serta tata kelola pemerintahan yang baik,
perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau
masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai
terjadinya pelanggaran dan/atau tindak pidana di
lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di
lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
dan/atau masyarakat dalam upaya mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tata kelola
pemerintahan yang baik, perlu dilakukan penanganan
terhadap pengaduan atas pelanggaran dan/atau tindak
pidana yang dilakukan oleh pegawai Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila serta diberikan perlindungan terhadap

pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan/atau
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Mengingat

masyarakat yang menyampaikan pengaduan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pembinaan

Ideologi Pancasila;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6409);
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWER DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya
disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.

Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil
Kepala BPIP.

Sekretaris Utama BPIP, yang selanjutnya disebut
Sekretaris Utama adalah unsur pelaksana BPIP yang
bertanggung jawab kepada Pimpinan dan mempunyai
tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan
teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
BPIP.

Pegawai BPIP, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah
deputi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi,
pejabat fungsional, dan pegawai tidak tetap (PTT) yang
bekerja di lingkungan BPIP.

Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan
mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau
tindak pidana yang terjadi di lingkungan BPIP serta
bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran
dan/atau tindak pidana yang diadukannya.

Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh
Pegawai atau masyarakat terkait dengan adanya dugaan
penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, tindak
pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan/atau
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan
oleh Pegawai.

Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang
mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau
tindak pidana di lingkungan BPIP.

Teradu adalah Pegawai yang diadukan karena diduga

melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana.
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Kepala Biro Pengawasan Internal, atau selanjutnya
disebut Kepala Biro adalah pejabat pimpinan tinggi
pratama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Biro Pengawasan Internal.

Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum untuk
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara
melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara
penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan
orang lain, masyarakat, dan/atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara
secara melawan hukum yang menguntungkan
kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas
kepentingan masyarakat, bangsa, dan/atau negara.

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai BPIP, yang
selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah
pedoman sikap, perilaku, perbuatan, perilaku, tulisan,
dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan
fungsi serta kegiatan sehari-hari.

Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGADUAN

Pasal 2
Pegawai atau masyarakat dapat menyampaikan
Pengaduan dalam bentuk Laporan Pengaduan.
Materi Laporan Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi dugaan:
a. penyalahgunaan wewenang;
b. pelanggaran disiplin; dan/atau
c. tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Materi Laporan Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi dugaan:



